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ABSTRAK 

 

TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI 

INDONESIA 

(Analisis Perbandingan Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi) 

 

Oleh: 

ASRI HERNAWATI 

 

Upah adalah suatu imbalan atas balas jasa yang dilakukan oleh orang yang 

bekerja yang biasanya balas jasa tersebut dinyatakan dengan uang berdasarkan atasa 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Perbedaan pendapat mengenai upah karyawan 

terjadi diantara Afzalur Rahman dan Al-Mawardi. Menurut Afzalur Rahman Upah 

haruslah ditetapkan melalui  negosiasi antara pekerja, majikan dan negara, sedangkan Al-

Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya 

gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan upah 

karyawan menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia (analisis perbandingan Afzalur 

Rahman dan Al-Mawardi). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis 

penelitian pustaka, bersifat deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Undang-

Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Doktrin Ekonomi Islam, Teori Dan Praktek 

Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku ekonomi, AL-Quran, hadis dan tafsir dan fiqih. 

Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode 

analisis data peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Afzalur Rahman upah dalam 

masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. 

Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan 

majikan akan dipertimbangkan secara adil. Sedangkan menurut Al-Mawardi berpendapat 

bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja 

dapat menutupi kebutuhan minimum. Standar cukup hanya akan melahirkan upah 

minimum yang menjadi dasar perilaku kapitalis dalam menetapkan upah. Islam tidak 

mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil 

terhadap gaji para pekerja. 

 

 





MOTTO 

لّٖ
ُ ونَّّٖٖوَلكِ  ظۡلَم  مّٖۡلََّٖي  مّٖۡوَه  عۡمََٰلهَ 

َ
مّٖۡأ ّٖوَلِِ وفَُيَِه  اّٖعَمِل وا ْۖ ١٩ّّٖٖدَرَجََٰتّٖٞمُِمَّ

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan 

dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka 

sedang mereka tiada dirugikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi 

ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan 

kehidupannya. sehingga manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan 

buruk, yang halal dan haram. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan 

untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi Sosial ini timbul hubungan 

timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan 

memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal 

dengan istilah muamalah.1 

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 

bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, 

dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian 

dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan 

mendapatkan kompensasi berupa upah.  

Upah didefenisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada 

para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan 

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak 

seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep 

                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11. 



upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas atau 

buruh.2 

Pekerja, apabila dikaitkan dengan peranan dan pendapatannya (upahnya) 

dapat digolongkan atas pengusaha dan karyawan atau manajer dan buruh. Pengusaha 

adalah setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatnnya berupa laba (profit) atau 

dividen dari modal yang diinvestasikannya. Sedangkan karyawan adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menjual tenaga (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan 

memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian.3 

Adanya kerjasama antara pengusaha dengan karyawan, maka pengusaha 

dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang 

memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai syari’at Islam serta kerjasama 

yang bersifat saling tolong menolong layaknya antara majikan dan buruh Sehingga, 

dalam sebuah pekerjaan tidak ada pihak yang dirugikan.Usaha kerjasama yang 

dimaksudkan adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya 

meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. 

Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan 

kompensasi berupa upah/gaji. 

Besaran upah harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta 

berpedoman kepada keadilan dan undang-undang perburuhan. Upah harus dibayar 

tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan 

karyawan terhadap perusahaan semakin besar, ketenangan, dan konsentrasi kerja 

                                                             
2 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya 

Islami, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.799 
3Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), h. 117 



akan lebih baik. jika pembayaran upah tidak tepat pada waktunya akan 

mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun.4 

Upah dalam fiqih muamalah termasuk ke dalam ijarah. Ijarah atas pekerjaan 

atau upah-mengupah disebut dengan ujrah. Ujrah adalah suatu akad ijarah untuk 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, 

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan 

sebagainya.5 Menurut Idris Muhammad,yang dikutip oleh Hendi Suhendi, 

menyatakan bahwa upah (ujrah) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain 

dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.6 

Upah merupakan salah satu rukun dalam akad (transaksi ijarah). Para ulama 

telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yaitu pertama, upahharus berupa harta 

yang tetap; dan kedua, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, 

seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.7 

Mengenai upah, dalam Al-Qur’an Q.S. At-Talaq ayat 6 dijelaskan sebagai 

berikut:  

...                      

    

Artinya: ...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya...8 

                                                             
4Ibid., h. 126-127 
5Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017). h. 333 
6Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115 
7Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 129 
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 

446 



Ayat di atas memerintahkan tentang membayar upah atas jasa, bahkan atas 

jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan 

hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tersebut.  

Mengenai upah, Nabi Muhammad Saw memerintahkan memberikan upah 

sebelum keringat si pekerja kering, sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai 

berikut:  

قهُُ أ   ر  هُ ق بْل  أ نْ ي جِفَّ ع   عْطوُا الأ جِير  أ جْر 

Artinya:“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering.” (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)9 

Hadis di atas menjelaskan bahwa pembayaran upah harus disegerakan. 

Seseorang dilarang menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat 

waktu.Memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk 

yang menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai 

ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah 

kering. 

Keberadaan upah sangat erat kaitannya dengan akad. menurut Ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut 

ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi 

diberikan sedikit. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada 

tiga perkara:  

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad 

2. Mempercepat tanpa adanya syarat 

3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.Jika dua 

orang yang berakad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu 

dibolehkan.10 

                                                             
9 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah., h. 124. 



Menurut Adiwarman Azwar Karim, Upah  adalah sebagai tingkat yang wajib 

diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak di tengah-

tengah masyarakat.  Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama 

dengan harga yang setara. Tingkatan upah ditentukan oleh tawar-menawar antara 

pekerja dengan pemberi kerja.11 

Ibrahim Lubis merpendapat bahwa , Upah adalah merupakan hak dan bukan 

pemberi sebagai hadiahDalam firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Fushilat 

ayat 8: 

          

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 

mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya". (QS. Fushilat: 8) 

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak Syari’ah 

bukan suatu pekerjaan yang mudah.Dalam menetapkan upah seorang pengusaha 

tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan 

hak sepenuhnya dari bagian diri mereka.Besaran upah dikaitkan dengan hak dasar 

untuk hidup (hifz al-nafs) secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana 

produktivitas mereka. 

Menurut Afzalur Rahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada 

pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, tenaga kerja diberikan imbalan atas 

jasanya yang disebut upah. Upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara 

                                                                                                                                                                       
10Ibid., h. 132. 
11 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,  Ed. 3,  (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2016), h. 358. 



pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka 

kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.. 

Al Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah 

standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. 

Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah 

pada kebutuhan hidup minimal yang kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep 

Upah Minimum Kebutuhan (UMK).12 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Karyawan berhak 

mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diberikan oleh 

pemberi pekerjaan. Sehingga tidak menimbulkan masalah ekonomi yang di alami 

oleh kaeyawan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Tinjuan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia”  

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana Tinjauan Upah Karyawan 

Menurut Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiTinjauan Upah 

Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia 

 

 

                                                             
12Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan Dalam Pespektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Volume 9 No. 2/ Desember 2017, h 186. 



2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu ekonomi syariah.  

2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang 

serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas mengenai upah-mengupah . 

2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti 

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya perihal upah-

mengupah. 

D. Penelitian Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian 

dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan 

wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti 

sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian 

yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu: 

1. Penelitian karya Nindya Aprilia, jurusan Syariah Program Studi Ekonomi 

Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2016 dengan judul “Sistem 



Pengupahan Karyawan di Rumah Makan Bude Gendut Ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. Waktu kerja yang sudah ditetapkan oleh 

pemilik rumah makan ini terkadang mengalami penambahan jam kerja. 

Hal ini terjadi dikarenakan pembeli di rumah makan ini sangat ramai 

sehingga melebihi waktu kerja yang sudah ditetapkan. Jika terjadi 

penambahan jam kerja seperti ini tidak mempengaruhi upah karyawan 

Bude Gendut, padahal karyawan bekerja sampai larut malam dan melebihi 

waktu kerja yang sudah ditetapkan.13 

2. Penelitian Karya Kristanti, Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi 

Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015 dengan judul “Faktor-

faktor Penentuan Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (Studi 

Kasus di PT Tunas Baru Lampung Terbanggi Besar Lampung Tengah). 

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar upah dengan 

ketentuan yang berlaku. Setiap buruh harus jelas dari segi besarnya upah, 

waktu kerja dan kapan upah tersebut akan dibayarkan. Sesuai dengan 

ketentuan peraturan mentri tenaga kerja dan transmigrasi penetapan UMP 

di Lampung pada tanggal 01 januari 2015 sebesar Rp. 1.581.000,- dari 

sebelumnya Rp. 1.399.037,-.14 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian milik peneliti ini 

ialah sama-sama membahas mengenai upah. Sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian relevan di atas berfokus pada pengupahan ditinjau dari perspektif 

                                                             
13Nindya Aprilia, Sistem Pengupahan Karyawan Di Rumah Makan  Bude Gendut Di 

Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Perpustakaan  STAIN  Jurai Siwo Metro: 2016. 
9Kristanti, Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi 

kasus di PT Baru Lampung Terbanggi Besar Lampung Tengah), Perpustakaan STAIN  Jurai Siwo 

Metro: 2015. 



ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian milik penelitiini lebih memfokuskan 

pada upah menurut fiqh muamalah, utamanya menurut empat mazhab fiqh. 

Selain itu, jenis penelitian pada penelitian relevan di atas adalah penelitian 

lapangan (field research), sedangkan pada penelitian ini yaitu penelitian pustaka 

(library research) 

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa 

kajian tentang Tinjauan Upah Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalahbelum 

pernah diteliti. 

E. Metode Penelitian 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library 

research).Penelitian ini dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian 

dengan objek penelitianya adalah bahan-bahan perpustakaan.15 

Penelitian perpustakaan bertujuan mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material terdapat diruang 

perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah 

sejarah.Pada hakikatnya data diperoleh dengan penelitian pustaka ini 

dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksana penelitian 

lapangan.16 

                                                             
15M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainya, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46. 
16Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:Bumi 

Aksara,2004), h. 28. 



Penelitian  yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan 

dimana banyak mengkaji buku-buku atau literature yang berhubungan  

dengan Tinjauan Upah Karyawan Menururt Tokoh Ekonomi Islam di 

Indonesia.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. Mengutip 

pendapat Lexy J. Moleong  deskriptif  adalah data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.17 Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang diambil dari bentuk kata-kata atau gambar yang 

berhubungan dengan tinjauan upah karyawan menurut tokoh ekonomi 

Islam di Indonesia. Artinya peneliti ini menekankan pada nilai-nilai yang 

terkandung pada tinjauan upah menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia 

yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tentang 

tinjuan upah menurut tokoh ekonomi Islam di Indonesia adalah dengan 

cara : 

1. Mengumpulkan data dan membaca literatur inti yaitu, Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88-98 tentang pengupahan 

dan Bahan Bacaan Mengenai Tinjauan Upah Karyawan Menurut 

Tokoh Ekonomi Kontemporer Di Indonesia dalam buku  Doktrin 

Ekonomi Islam, Afzalurrahman, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, 

                                                             
17Lexy J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 6. 



M.A.Mannan,  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman A. 

Karim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ibrahim Lubis. 

2. Meneliti dan menganlisa literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahn yang ada dibahas yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No. 13 Tahun 2003 Pasal 88-98 tentang pengupahan dan Bahan 

Bacaan Mengenai Tinjauan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi 

Kontemporer Di Indonesia dalam buku  Doktrin Ekonomi Islam, 

Afzalurrahman, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, M.A.Mannan,  

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman A. Karim, Ekonomi 

Islam Suatu Pengantar, Ibrahim Lubis. 

3. Mendeskripsikan dan akhirya menyimpulkan tentang Tinjauan Upah 

Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia.  

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh.18Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data 

sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.19 

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

                                                             
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 172. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 137. 



1. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah :sumber penunjang dan perbandingan yang 

berkaitan dengan masalah. Bahan sekunder yang menjadi rujukan penulis 

diantaranya: 

a. Buku Ekonomi  

1) Doktrin Ekonomi Islam, Afzakurrahman, 

2) TeoriDan Praktek Ekonomi Islam, M.A. Mannan, 

3) Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ibrahim Lubis, 

4) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman A. Karim. 

b. AL-Quran hadis dan tafsir 

1) Al-Quran Terjemah 

2) Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Quraish Shihab 

c. Fiqih 

1) Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq 

2) Fiqih muamalah, Nasrun Haroen 

3) Fiqih Muamalah, Hendi Suhendi 

4) Fiqih Muamalah, Rachmad Syafei 

5) Fiqih Muamalah, Helmi Karim 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 



data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.20 

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti 

menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah 

awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode 

pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi 

melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun 

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi 

kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan 

dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti.21 

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan 

dengan Tinjuan Upah Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam.Indonesia 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.22Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis) dan dengancara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur 

                                                             
20Sugiyono, Metode Penelitian., h. 224. 
21Ibid., h. 291. 
22Ibid., h. 244. 



penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau 

ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.23 

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks.Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 

(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. 

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 

dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 

dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, 

signifikasi dan relevansinya.24Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara 

berfikiruntuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah 

deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih 

spesifik (khusus).25 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data 

didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang 

maupun buku-buku yang berkaitan upah karyawan dalam ekonomi Islam. 

Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode 

yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa 

peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang 

didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 

 

                                                             
23 BurhanAshafa, Metode Penelitian., h. 16. 
24 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 147. 
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Upah 

1. Pengertian Upah 

Upah merupakan suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Upah menurut 

bahasa arab adalah Al-Ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti 

upah.Menurut pengertian syara’, Al-Ijarah ialah “suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan pengganti”.1Pengertian upah menurut Profesor 

Benham sebagaimana yang dikutup oleh Afzalur Rahman adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan oleh orang-orang yang membeli pekerjaan kepada orang yang 

bekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.2 

Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang upah maka dapat 

disimpulkan bahwa upah adalah suatu imbalan atas balas jasa yang dilakukan 

oleh orang yang bekerja yang biasanya balas jasa tersebut dinyatakan dengan 

uang berdasarkan atasa kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: 

gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran 

kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional,  seperti pegawai 

pemerintah, dosen, guru. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali.Sedangkan 

upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang 

pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang 

                                                             
1Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 3, Penerjemah Kamaluddin Marzuki, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1997), h. 15 
2Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2, Penerjemah Soeroyo Nastangin, 

(Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 361 



kayu, tukang batu, dan buruh kasar.3Namun didalam teori ekonomi keduanya 

adalah jenis pendapatan yang dinamakan upah.Penjelasan ini diperkuat oleh 

pendapat Sadono Sukirmo yang mendefinisikan upah sebagai pembayaran atas 

jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para 

pengusaha, tidak dibedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan 

pebayaran ke atasa jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.4 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa antara upah dan 

gaji tidak terdapat perbedaan, dimana keduanya disebut dengan upah.Yang 

dimaksud upah adalah suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah 

melakukan pekerjaannya atau balas jasa yang dilakukan oleh pekerja sesuai 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. 

 

2. Dasar Hukum Upah 

Jumur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-

Quran, As-sunnah, dan Ijma’. 

a. Al-Quran 

...       ... 

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka 

berikanlah mereka upahnya”.(QS.At-Thalaq: 6)5 

                                                             
3Sadono Sukirmo, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 

350 
4Ibid, h. 351 
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 

446 



                      

                        

              

    

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ Ya ayahku, 

ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “Berkatalah dia (Syu’aib), 

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. 

Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) 

dari kamu”. (QS. Al-Qashash: 26-27)6 

 

b. As-Sunnah 

 

Artinya: “Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, 

beritahukanlah upahnya.”(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).7 

 

c. Ijma’ 

Umat islam pada masa sahabat telah berjima’ bahwa ijarah dibolehkan 

sebab bermanfat bagi manusia.8 

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’ tersebut 

dapat dipahami bahwa upah adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada 

setiap pekerja 

                                                             
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 310 
7Rachmat Syafe’i,  Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124 
8Ibid  



d. Dasar Hukum Undang-undang  

Dasar Hukum pengupahan dalam undang-undang salah satunya 

terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 – 98 

sebagai berikut:  

Pasal 88 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh. 

(3)  Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 

a. upah minimum; 

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Pasal 89 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 

huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah 

provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan 

sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 



(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan 

hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

Pasal 90 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan 

penangguhan. 

(3)  Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 91 

(1)  Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang 

ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)  Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan 

pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Pasal 92 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan 

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan 

kompetensi. 

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

(3)  Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 93 

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan. 



(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, 

dan pengusaha wajib membayar upah apabila: 

a.  pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan; 

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan 

kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan; 

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh 

menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan 

anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami 

atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua 

atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 

sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 

menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah 

dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik 

karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya 

dapat dihindari pengusaha; 

g.  pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 

h.  pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat 

buruh atas persetujuan pengusaha; dan 

i.  pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari 

perusahaan. 

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. 

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus 

perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 

75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 4 (empat) 

bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan 

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima 

perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja 

dilakukan oleh pengusaha. 

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk 

bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai 

berikut: 

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 



c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari 

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk 

selama 2 (dua) hari; 

f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu 

meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan 

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar 

untuk selama 1 (satu) hari. 

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

Pasal 94 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan 

tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh 

lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 

Pasal 95 

(1)  Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena 

kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya 

mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan 

denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha 

dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. 

(4)  Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka 

upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang 

yang didahulukan pembayarannya. 

Pasal 96 

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran 

yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

Pasal 97 

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, 

kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 98 

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan 

kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, 

serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk 

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, 

serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. 

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan 

Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi 

keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 

Keputusan Presiden.9 

 

3. Rukun dan Syarat Upah 

a. Rukun 

Rukun upah antara lain sebagai berikut:  

1) ‘Aqid (orang yang akad) 
Orang yang melakukan akad.Keberadaannya sangat penting 

sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. 

2) Shigat akad 
Shiqat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan 

pekerja.Dalam shiqat ada ijab dan akbul. 

3) Ujrah (upah) 
Yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas 

jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu. 

4) Manfaat 
Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus 

memeliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan 

                                                             
9Tim Legality, Undang-undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap, (Yogyakarta: 

Legality, 2017), h. 66-75 



proyek, membajak sawah. Manfaat diketahui secara jelas agar 

terhindar dari perselisihan.10 

 

b. Syarat  

Para ulamatelah menetapkan syarat upah, yaitu sebagai berikut: 

1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. 

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 

tersebut. 

4. Macam-macam Upah 

Upah itu sendiri terdiri dari berbagai macam.Macam-macam upah ini 

untuk membedakan antara upah yang dibayarkan kepada pekerja lepas, pekerja 

kontrak, pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. 

Edytus Adisu membagi macam-macam upah menjadi 4 yaitu: 

a. Upah Harian 

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada 

pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau 

berdasarkan tingkat kehadiran.Upah harian dibayarkan secara harian hanya 

kepada pekerja yang ststus perjanjian kerjanya adalah harian lepas.11Namun 

menurut Singgih Wibowo macam upah menurut harian ini digolongkan 

kedalam sistem upah menurut waktu, dimana sistem upah menurut waktu ini 

                                                             
10Rachmat Syafe’i,  Fiqih Muamalah., h. 125 
11Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, (Jakarta: Forum 
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ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perhari, perminggu dan 

perbulan.12 

Tetapi terdapat sedikit perbedaan, dimana upah harian hanya 

dibayarkan setiap harinya, sedangkan menurut waktu dapat dibayarkan dalam 

waktu perjamnya, perhari, perminggu bahkan dapat dibayarkan perbulan. 

b. Upah Borongan 

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan ileh pemberi kerja 

kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya secara borongan atau 

berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang 

bergantung pada cara atau pekerjan yang bersifat musiman. Pembayaran upah 

borongan  inihanya dilakukan untuk pekerja yang yang berstatus perjanjian 

kerjanya adalah pekerja kontrak.13biasanya upah borongan ini banyak 

dilakukan oleh pekerja buruh bangunan maupun buruh tani, karena mereka 

memanfaatkan cuaca atau musiman. Namun macam upah menurut borongan 

ini digolongkan ke dalam sistem upah baik oleh Singgih Wibowo maupun T. 

Gilaarsa. 

c. Upah Tetap 

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas 

suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap.Upah tetap ini diterima secara 

tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan 

lainnya.Pembayaran upah tetap hanya diperuntukkan bagi pekerja yang status 
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Swadaya, 2007), h. 19 
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perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahasa 

sehari-hari adalah pekerja tetap. 

d. Upah Tidak Tetap 

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak 

tetap atas suatu pekerja.Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut 

akibat dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka 

dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, 

demikian sebaliknya.14 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bagwa macam-macam 

upah yang dikemukakan Edytus Adisu hampir sama seperti sistem upah yang 

dijelaskan oleh Singgih Wibowo dan T. Gilaarso, antaranya upah harian dan 

upah borongan. Adapun macam-macam upah tersebut, hak pekerja atas 

upahnya wajib dibayarkan secara perjanjian antara pemberi pekerjaan dengan 

pekerja dan tidak menundanya. 

5. Tujuan Pemberian Upah 

Macam-macam upah diperlukan untuk memenuhi banyaknya tujuan dan 

diantara tujuan diperlukan adalah: 

a. Untuk menghitung upah yang diperoleh oleh setiap pegawai 

sesuai dengan persyaratan kerja. 

b. Untuk menyesuaikan dengan persyaratan menurut orang-orang 

yang berlaku. 

c. Untuk menanggulangi berbagai jenis deduksi mencakup 

pensiun, tabungan, dana rumah sakit, dan kebijakan 

perusahaan. 

d. Untuk memperhatikan kebutuhan pegawai, termasuk 

pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. 

e. Untuk melengkapi kasir dengan informasi, yang diperlukan 

agar dapat membayar jumlah seharusnya. 
                                                             

14Ibid 



f. Untuk menerangkan di dalam buku perusahaan. 

g. Untuk menerangkan jumlah yang dikurangi sesuai dengan 

tujuannya. 

h. Untuk merekap persyaratan pekerjaan dari masing0masing 

individu, seperti perubahan tarif upah dan merekap staf dasar.15 

i. Untuk perbaikan penghasilan dan peningkatan semangat kerja 

karyawan.16 
 

Tujuan diberikan upah sangat penting bagi pelaksanaan pemberian upah 

kepada karyawan sehingga terjadi kemudahan dan terhindar dari masalah.Upah 

yang tinggi dapat mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan produktifitas 

kerja. 

 

6. Besaran Upah 

Pekerjaan atau oarang yang memperkerjakan, sebelumnya harus 

membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal 

itu akan berpengaruh pada waktu prmbayaran upah dan gaji. Besaran upah/gaji di 

negara Indonesia baik instalasi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarannya 

upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada 

yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan. Begitu juga dengan gaji pekerja 

pebrik dan pegawai suatu yayasan atau honor di suatu perusahaan. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang 

yang memperkerjakan. 

b. Islam memerintahkan orang yang memperkerjakan untuk 

membayar upah/gaji pekerja segera mungkin. Hal itu terlihat 

dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman 

bagi orang yang yang tidak membayar upah/gaji pekerja yang 

telah menyelesaikan pekerjaannya. 
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c. Besaran upah/gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas 

pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.17 
 

7. Perbandingan Upah Dalam Ekonomi Islam Dengan Ekonomi 

Konvensional 

 

a. Upah Menurut Ekonomi Islam 

Abdurrahman al-Maliki mengatakan bahwa upah adalah setiap harta 

yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, 

baik berupa uang maupun barang. Bahwa kompensasi yang berupa uang jika 

dikaitkan dengan barng dinamakan harga (thanam), dan ika dikaitkan dengan 

tenaga dinamakan upah (al-ujrah).18 

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) 

atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan 

mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW. 

Telah melarang memperkerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih 

dahulu, selain itu rasullah SAW. Juga menentukan untuk berprilaku baik 

kepada pelayanannya, bila ada yang sakit beliau akan berkunjung kerumah 

pelayan19 tersebut. Islam memberikan pedomn bahwa penyerahan upah 

dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja 

dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara pihak 

majikan disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. 

Dapat disimpulkan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran 

atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang diberikan atau 
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dilakukan seseorang atau suatu kelembagaan atau instasi terhadap orang lain 

atas usaha, kerja dan prestasi atau pelayanan yang telah dilakukannya. Pada 

dasarnya upah adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan oleh orang 

yang memperkerjakan kepada orang yang diperkerjakan berdasarkan aqad-

aqad tertentu. 

b. Upah Menurut Ekonomi Konvensional 

Hasibun mengemukakan upah sebagai balas jasa yang dibayarkan 

kepada pekera harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati 

pembayarannya.20 Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada 

karyawan untuk tenaga mereka. Upah diberikan berdasarkan waktu kerja.21 

Upah adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang 

diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena 

prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah (1) upah yang diterima 

tepat waktu, (2) upah yang diterima sesuai dengan lama kerja, (3) upah yang 

diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.22 

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah. Teori ini 

menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah 

teori upah mendefinisikan yang lebih banyak diterapkan dinegar-negara 

miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi23. Para pekerja yang 

membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang 
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lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan 

bahwa produktifitaspekerja meningkat seiring dengan tingkat upah. 

Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi 

kerja karyawan, karena hal tersebut adalah sebagai alat untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan karyawan/pekerja. Begitupula asuransi kesehatan, 

program ini bagi karyawan juga tidak lepas dari masalah kesejahteraan secra 

perencaanan atas sistem pengupahan bagi karyawan secra tepat, dalam arti 

memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat usaha 

yang dilakukan dalam pekerjaan, maupun sistem keamanan dan kesehatan 

yang memadai. 

 

B. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti 

masalah perekonomian.Sama seperti konsep ekonomi konvensional 

lainnya.Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan 

dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam 

sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam 

kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena 

menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.Karena dari 

definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang 

apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.24 
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Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat 

yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan 

nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial 

yang tentu saja tidak bebas dari nilainilai moral. Nilai-nilai moral merupakan 

aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta 

dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. 

a. Muhammad Abdul Manan, “Islamic economics is a sosial science 

which studies the economicsproblems of a people imbued with the 

values of Islam.25Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

b. M. Umer Chapra, “Islamic economics was defined as that branch 

which helps realizehuman well-being through and allocation and 

distribution of scarceresources that is inconfinnity with Islamic 

teaching without undulycurbing Individual fredom or creating 

continued macroeconomic andecological imbalances. Jadi, menurut 

Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu 

upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu 

pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau 
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tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan. 

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya 

merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif 

dalam masyarakat muslim moderen.26 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam 

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomidengan cara-cara yang Islami.  

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari 

individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu 

sendiri.27 

Ilmu Ekonomi Syari‟ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau 

perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, 

maupun konsumsi berdasarkan Syari‟at Islam yang bersumber Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat.28 
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2. Tujuan Ekonomi Islam 

TujuanEkonomi Islam mempunyai tujuan untuk:  

a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.  

b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi 

seluruh makluk hidup dimuka bumi.  

c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia 

yang berlandaskan nilai-nlai Islam guna mencapai pada tujuan agama 

(falah).  

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh 

ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu 

menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa 

meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam. 

 

3. Dasar Hukum  

Ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa 

dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula 

dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi 

masyarakat yang berbudaya Islami.  

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. 

Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandunng unsur 

pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah 

diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yanng disebut akad Ekonomi dalam Islam. 

Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep 



ekonomi dalam Islam.Beberapa dasar hukum Islamtersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut :  

a. Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang  

sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun 

sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarahayat188 terdapat larangan makan 

harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suapyaitu sebagai 

berikut, 

                     

         

 

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yangbathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.29 

 

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan 

atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halalyaitu 

sebagai berikut: 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.30 

 

b. Hadits  

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih 

terperinci dari pada Al-Qur‟an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa‟id Al-khudri ra. Bahwa 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Janganlah merugikan diri sendiri 

dan janganlah merugikan orang lain”. 
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BAB III 

TINJAUAN UPAH KARYAWAN MENURUT TOKOH EKONOMI ISLAM DI 

INDONESIA 

A. Biografi Afzalur Rahman Dan Al-Mawardi 

Pemikir ekonomi Islam adalah pendapat para pemikir muslim terhadap 

tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut 

dipandu oleh ajaran Al-Qur’an dan sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman 

empiris mereka. Tokoh ekonomi Islam yang berpendapat mengenai penetapan upah 

karyawan yaitu: 

Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah dalam masyarakat Islam akan 

ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan 

keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan 

dipertimbangkan secara adil.56 

Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah berpendapat bahwa standar 

penetapan upah buruh adalah kafa’ah.Artinya, kecukupan nafkah dan pakaian secara 

umum disesuaikan dengan kondisi perekonomian setempat setiap tahunnya.57 

Al-Maliki menyatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menetapkan upah 

pekerja yaitu berdasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh seorang pekerja. 
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Al-Nabhani juga mendasarkan upah pekerja pada kontribusi yang telah 

diberikan pekerja pada hasil produksi dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di 

tengah masyarakat.58 

Peneliti memilih Afzalur Rahman dan Al-Mawardi karena ada perbedaan 

pendapat mengenai penetapan upah karyawan.Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah 

harus ditentukan oleh majikan, pekerja, dan pemerintah, sedangkan Al-Mawardi 

mendukung pemikiran kapitalis bahwa akan menambah nominal upah apabila beban 

hidup pekerjabertambah, sebaliknya jika beban hidup berkurang, seorang majikan 

kapitalis akan mengurangi upah pekerja. 

 

1. Biografi Afzalur Rahman 

Afzalur Rahman adalah seorang ilmuan autodidak asal Pakistan 

yang  lahir pada tahun 1915. Tidak ada informasi yang menunjukkan 

mengenai  hari, tanggal, dan bulan kelahirannya serta di daerah mana ia 

dilahirka. Hal  ini mungkin terjadi karena Afzalur Rahman dilahirkan dari 

keluarga biasa yang tidak begitu memperhatikan biografi kelahiran 

seorang anak. Dengan  sebab ini pula tidak sedikit orang yang keliru 

mengenai jati dirinya dan  tertukar dengan Fazlur Rahman yang kesohor 

itu. Keduanya adalah individu  yang berbeda, walaupun sama-sama 

berasal dari Pakistan. Fazlur Rahman  adalah cendekiawan Pakistan yang 
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hijrah ke Amerika Serikat dan menjadi  guru besar di Universitas 

Chicago. 

Afzalur Rahman kecil dididik di keluarganya dan di desa di mana 

ia  dilahirkan, dengan kultur masyarakat muslim tradisional Pakistan yang 

sangat kental dengan berbagai tradisi ke-Islaman. Setelah menamatkan 

pendidikan  setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia 

melanjutkan  pendidikannya di Islamic College Lahore. Waktu itu 

direktur ICL adalah  Professor Abdullah Yu|suf Ali|, penulis The 

Glorious Quran, yaitu  Terjemahan dan Tafsir al-Quran pertama dalam 

bahasa Inggris yang ditulis seorang muslim asal Pakistan. Setelah 

menyelesaikan studi di Islamic College Lahore pada tahun 1967,  Afzalur 

Rahman pindah ke Inggris kemudian mendirikan The Muslim 

Educational Trust (MET) dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari 

Arab Saudi. MET memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada 

murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti di Newham 

School, Hackney School, dan Bradford School.59 

Setelah memimpin MET selama sembilan tahun, pada tahun 1976 

Afzalur Rahman meninggalkan MET dan mendirikan lembaga lain, yaitu 

The Muslim Schoola Trust (MST), yakni suatu lembaga yang lebih 

memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku Islam. Melalui lembaga ini 
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pula Afzalur Rahman kemudian menyusun sebuah ensiklopedi tentang 

sejarah perjalanan hidup nabi. Sampai pertengahan tahun 1980-an, 

ensiklopedi ini telah diterbitkan delapan jilid, yaitu Ensiclopedia of 

Seerah. Pada tahun 1998 setelah Afzalur Rahman meninggal dunia, 

ditemukan volume ke sembilan dari ensiklopedi tersebut yang belum 

diterbitkan. Sedang jabatan beliau yang pernah diemban selama hidup 

diantarannya adalah menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The 

Muslim School Trust London. 

Selain ensiklopedi ini Afzalur Rahman juga menulis beberapa 

karya lainnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

seperti Muhammad Sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh 

Yayasan Swarna Bhumi pada tahun 1995. Buku lainnya yaitu Quranic 

Sciences yang diterbitkan oleh Mizania pada tahun 2007 dengan judul 

Ensiklopediana ilmu-ilmu dalam al-Qur’an. Dalam bidang ekonomi 

Afzalur Rahman menulis buku dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, 

sebanyak empat jilid yang diterbitkan oleh Dana Bhakti Wakaf 

Yogyakarta pada tahun 1995. 

Di antara buku-buku karangan Afzalur Rahman yang belum 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Faith and Practice, 

Liberty: Reading in Islamic Political Philosophy, The Role of Muslim 

Woman in Society, Islam, Ideology and Way of Life, Subject Index of 



Holy Quran,Prayer: Its Significance and Benefits, dan Sufism: Nature and 

Scope, serta sejumlah artikel yang dimuat di jurnal-jurnal Internasional. 

Setelah malang melintang di Inggris dan beberapa negara Eropa 

lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83 

tahun. Buku-buku dan artikel tulisannya sekarang banyak tersebar di 

beberapa perpustakaan perguruan tinggi Islam di Indonesia.60 

2. Biografi Al-Mawardi 

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad 

bin Habib al-Bagdhadi, yang lebih dikenal dengan nama al-Mawardi. Ia 

lahir di basrah pada tahun 364 H/974 M. Beberapa waktu kemudian ia 

bersama orangtuanya pindah ke baghdad dan disana ia dibesarkan.61 

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: Al-Qadir 

Billah (380-422 H) dan Al-Qa’imu Billah.Masa kehidupan Al-Mawardi 

ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam 

pemerintahan Daulat Bani Abbas.Pada masa itu, Baghdad yang 

merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung 

arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri 

dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom.Ini akhirnya 
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memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk 

pada kekuasaan Bani Abbas.62 

Al-mawardi seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya.Yaitu 

masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam 

mengalami puncak kejayaannya.Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka 

Mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti 

Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fiqh, 

sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis 

yang sangat produktif.63 

Al-Mawardi dengan ilmu yang dimilikinya, ia memulai karirnya 

sebagai penasehat hukum dan kemudian menjadi hakim di berbagai 

daerah. Prestasinya melambung naik sehingga ia dipercaya menjadi 

hakim di Ustawa sebuah kota di Nisapur. Selanjutnya pada tahun 429 H, 

oleh Khlifak Qasim Billah ia diberi gelar dengan Aqdhatul Qudhat”. 

Setelah berpindah dari satu kota kekota lain sebagai hakim, artinya ia 

kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapatkan kedudukan yang 

terhormat pada pemerintahan khalifah Qadir. Disamping sebagai Hakim, 

al-Mawardi juga sebagai seorang guru, banyak ulama-ulama terkemuka 
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sebagai hasil bimbingannya, antara lain adalah Abu al-Ainain Kadiri dan 

Abu Bakar al-Khatib. 

Kegiatan ilmiah yang dilakukan al-Mawardi selain mengajar adalah 

menulis, al-Mawardi adalah penulis yang produktif, ini terbukti dengan 

banyaknya karya beliau diantaranya adalah;  

1. Kitab Al-Hawi dalam bidang Fiqh, 

2.  Kitab Dalain al-Nubuwwatdalam bidang Hadits,  

3. kitab Al-Ahkam al-Shulthaniyah (Hukum tata Negara atau Pemerintahan) 

dan masih banyak lagi karya-karya terkemuka lainya. Al-Mawardi dalam 

masa hidupnya merupakan seorang ulama dan politikus yang sangat 

berpengaruh dalam pemerintahan Abbasiyah dan masa-masa berikutnya 

sampai dewasa ini.Konsep al-mawardi tentang ketatanegaraan dijadikan 

sebagai rujukan dalam dunia Islam, hal itu diakui oleh Dunia Islam sendiri 

dan dunia Barat. Imam Al-Mawardi sebagai seorang tokoh dan Ulama Islam 

terkemuka wafat pada Hari selasa bulan Rabiul awal tahun 450 H dan 

dimakamkan di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.64 

Penulis Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah adalah pakar dari kubu syari’ah 

yang menyatakan bahwa intitusi negara dan pemerintahan bertujuan 

memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spritiual dan temporal. 

Jika kita amati persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, 
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akan segera tampak bahwa tugas dan fungsi pemerintahan dan negara 

yang dibebankan diatas pundak kepala negara adalah untuk 

mensejahterakan rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, 

politik, dan hak-hak individual (privat :hak gadai) secara berimbang 

dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya 

adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, 

perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi dan konsumsi.Sesuai itu 

adalah objek kajian utama ilmu ekonomi.65 

 

 B.Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan  Upah Karyawan 

Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia 

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, seorang pekerja 

harus mendapatkan upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan 

orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis-jenis pekerjaan, jangka waktu 

serta besar upah yang akan diterima pekerja.66 

Berdasarkan prinsip keadilan, Afzalur Rahman mengemukakan 

pendapat bahwa upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui 

negosiasi antara pekerja, majikan dan negara.67Dalam pengambilan 
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keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan 

akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab 

negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan 

agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan 

pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan 

bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.68Jika upah terlalu 

rendah para pekerja tidak termotivasi untuk bekerja secara maksimal. 

Sama halnya ketika upah terlalu tinggi sang majikan mungkin tidak 

mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.69 

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara 

perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan 

mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah 

dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat 

minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan 

penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. 

Tingkatmaksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan 

tenaganya dan akan sangat bervariasi.70 
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Dalam surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara 

Islam bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan makan masyarakatnya: 

                       

 

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya...”71 

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumidiharapkan 

dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya.Dengan 

demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam 

negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat 

kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah 

yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar 

memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi mereka upah 

yang cukup dan layak.72 

Sedangkan menurut Al-Mawardi ahli politik klasik dalam bukunya al-

ahkam al- sultaniyah menyebutkan dasar-dasar penetapan gaji bagi 

tentara yang berdasar pemenuhan kebutuhan pokok. Lebih lanjut dia 
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mengatakan bahwa standar dalam penentuan pemberian gaji adalah 

kecukupan (al-kifayah) sehingga tidak perlu bekerja dan mencari sumber 

penghasilan lain yang bisa mengganggu tugas mereka dalam melindungi 

dan menjaga keamanan negara. Batas kecukupan tersebut memperhatikan 

tiga hal yaitu yang pertama memperhatikan jumlah keluarga yang 

dinafkahinya, kedua jumlah persenjataan dan kudanya, ketiga 

memperhatikan harga barang dimanatentara tersebut ditempatkan.73 

Kemudian tentara harus digaji yang cukup untuk nafkahnya dan 

pakaiannya selama setahun. Harus diadakan peninjauan ulang 

terhadapkondisi pada setiap tahun. Jika kebutuhannya bertambah, maka 

gajinya ditambah pula. Jika kebutuhannya berkurang, maka gajinya di 

kurangi pula. 

Di Indonesia praktek intervensi pemerintah tentang pengupahan diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa upah harus memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, pemikiran Afzalur Rahman mengenai 

upah dalam masyarakat yang ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikandan 

negara, dapat di relevansikan dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus 

dipenuhi pengusah dan yang mengatur mengenai sistem pengupahan yang berlaku di 

Indonesia. Menurut Afzalur Rahman seorang pekerja berhak menerima upah yang 

layak, mendapatkan jaminan sosial, asuransi pensiun, dan adanya perencanaan 
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pembagian keuntungan. Sedangkan di Indonesia sendiri perlindungan terhadap hak 

buruh diatur dalam berbagai Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan 

Menteri yang akan melindungi hak-hak buruh dari ketidak adilan seorang majikan.  

C. Analisis Pemikiran Afzalur Rahman dan Al-Mawardi Tentang Tinjauan Upah 

Karyawan Menurut Tokoh Ekonomi Islam Di Indonesia 

Upah adalah suatu bentuk uang yang diterima oleh seseorang setelah melakukan 

pekerjaannya atau balas jasa yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Upah harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat agar 

mencapai suat kemaslahatan. Rukun dan syarat upah yaitu: aqid (orang yang akad), 

shigat akad (ucapan), ujrah (upah), dan manfaat.74 

Pekerjaan atau oarang yang memperkerjakan, sebelumnya harus membicarakan 

penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja, karena hal itu akan berpengaruh 

pada waktu prmbayaran upah dan gaji. Besaran upah/gaji di negara Indonesia baik 

instalasi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarannya upah/gaji yang akan 

diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, dan 

ada yang bulanan.  

Menurut Afzalur Rahman, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan 

melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara.75 Dalam pengambilan keputusan 

tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan 

secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan 
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tingkat upah. Jika dilihat dari pernyatannya alasan Afzalur Rahman menyatakan bahwa 

upah harus ditentukan oleh majikan, pekerja, dan pemerintah adalah agar tingkat upah 

yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok 

para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang 

sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. 

PendapatAfzalur Rahman mengenai upah karyawan mendorong para majikan 

untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. 

Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah 

mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan 

yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan 

waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau 

sesuai dengan kondisi.Kesepakatan antara majikan dan pekerja yaitu upah bisa 

dibayarkan seminggu sekali atau sebulan sekali. 

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harga tetap yang 

diketahui.76 Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang 

diberikan oleh pekerja. Bukan berdasarkan taraf hidup, kebutuhan fisik minimum 

ataupun harga barang yang dihasilkan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam sistem 

ekonomi Islam adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan 

ini adalah tidak adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun 

kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.  

                                                             
76M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 232. 



Afzalur Rahman berpendapat bahwa upah dalam masyarakat Islam haruslah 

memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, 

tanggung jawab ekonomi pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi 

bahan pertimbangan dan perbedaan-perbedaan dalam upah haruslah sesuai dengan 

perbedaan-perbedaan yang mendasarantara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, 

pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi tiap pekerja, sehingga  pekerja akan 

memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Tingkat upah ini sewaktu-waktu harus 

ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan 

biaya hidup. 

Pendapat Afzalur rahman mengenai penetapan upah sama dengan bentuk 

intervensi pemerintah pada penetapan upah di Indonesia, yaitu sebagaimana Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 98 ayat 1 dan 2 tentang ketenagakerjaan, bahwa untuk 

memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan 

ditetapkan pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk 

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dewan pemerintahan ini 

keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat 

pekerja/buruh, perguruan tinggi, dan para pakar.77Musyawarah yang harus dilakukan 

dalampenetapan upah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6 yang 

berbunyi: 

78... 
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Artinya:“Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...” 

Terdapar perbedaan pendapat dalam penetapan upah menurut Afzalur Rahman 

dan Al-Mawardi. Al- Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah 

standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.79 

Standar cukup hanya akan melahirkan upah minimum yang menjadi dasar perilaku 

kapitalis dalam menetapkan upah. Orang-orang kapitalis akan menambah nominal upah 

apabila beban hidup pekerja bertambah, sebaliknya jika beban hidup berkurang, seorang 

majikan kapitalis akan mengurangi upah pekerja.80 

Menurut Al-Mawardi upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa 

memperhatikan jasa atau manfaat tenaga yang diberikan.Dalam menetapkan upah 

seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan 

menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara 

paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiappihak memperoleh bagian yang 

sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. 

Berdasarkan hal tersebut, Afzalur Rahman berbeda pendapat dengan Al-

Mawardi karena pendapar Al- Mawardi sama saja mendukung revolusi industri di 

Inggris yang menyuruh anak-anak tidak diajak berdagang melainkan dijadikan buruh 

tetap di pabrik penenunan dan pemintalan kain. Mereka mendapat upah yang minim atas 

kerja kasar mereka. Oleh karena itu, upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara 

pekerja (buruh), majikan dan negara (pemerintah) bukan menetapkan upah dalam 
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standar upah minimum kebutuhan (UMK). Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah 

tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah 

yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan 

majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini 

berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya 

akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. 

Seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa 

yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang telah 

dilakukannya seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl: 96. 

                   

81 

 

Artinya: “apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 

adalah kekal.Dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang 

yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi setiap majikan 

untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka 

dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar 

ganti rugi yang sesuai kepada parapekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki 
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kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain, 

sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Qashash: 83 

82 

 

Artinya: “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 

menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.“ 

Perbuatan “tidak membayar hak sesungguhnya dari orang lain” di sini 

diperbandingkan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan 

penyelewengan dan berbuat kerusakan di muka bumi itu dianggap termasuk cara-cara 

orang-orang zalim.Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan 

besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pekerja. Selain itu, sistem seperti ini 

sangat tidak adil terhadap pekerja golongan rendah yang memperoleh gaji yang sangat 

rendah, tidak cukup untuk menunjang kehidupannya apalagi satu keluarga dalam taraf 

hidup yang layak. Seorang majikan dalam menentukan upah kepada pekerja itu harus 

adil supaya tidak ada yang dirugikan baik pekerja maupun majikan. Upah perkerja harus 

dapat memenuhi standar yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok. Upah 

standar atau gaji yang layak yang disebut fuqaha’ maksudnya ialah yang seimbang 

dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan situasi dan 
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kondisi yang terkait dengan tingkat inflasi dan indeks harga konsumen, dengan tidak 

merugikan pihak pekerja maupun pihak majikan.83 

Selanjutnya Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi 

para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan 

fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka, tapi jika mereka tidak tunduk kepada 

peraturanperaturan ini maka negara Islam berhak untuk ikut campur tangan dalam hal-

hal ini dan menjamin mereka memperoleh bagian dari haknya. Jika ada majikan yang 

membayar mereka denga upah yangkurang atau membebani mereka dengan pekerjaan 

yang sangat berat atau mempekerjakan mereka di luar batas waktu tanpa diganti rugi 

yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan higienis 

dan lainnya, negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-

hak buruh.84 

Pendapat Al-Mawardi membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum 

yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Akan tetapi, Islam 

tidak memperbolehkan upah berada di bawah tingkat minimum kebutuhan pekerja. Para 

majikan harus menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerjanya 

maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerjanya dengan upah yang cukup 

untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Sebenarnya upah masyarakat muslim yang 

sebenarnya cukup tinggi untuk membawa hubungan para pekerja lebih dekat kepada 

para majikannya dan setidaknya kebutuhan pokok mereka tertanggulangi. 
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Peneliti dapat menyimpulkan bahwa upah pekerja harus dapat memenuhi 

berbagai kebutuhan pokok para pegawai serta keluarga yang menjadi tanggung 

jawabnya sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Kebutuhan pokok meliputi: 

kebutuhan minimum seorang pegawai termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pendidikan, pengobatan sehingga pegawai akan memperoleh suatu kehidupan yang 

layak. Besar kecilnya upah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis 

pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan, pelatihan dan nilai kerja, karenatidak mungkin 

menyamakan orang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja 

asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Perbedaan-perbedaan dalam upah 

harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-perbedaan yang mendasar dan 

secara adil. Yang dimaksud dengan adil adalah tidak adanya tindak aniaya antara pekerja 

dan pemberi kerja di dalam pengupahandan ada dua kepentingan yang harus dipenuhi 

secara seimbang. 

Maka dari itu upah haruslah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja (buruh), 

majikan dan negara (pemerintah). Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak 

seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah yang 

melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan 

majikan.  Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini 

berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya 

akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. 

Sistem upah yang berlaku di Indonesia adalah Upah dari sisi pekerja (buruh) 

merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha 

(majikan) umumnya dikaitkan dengan produktivitas. Hal inilah yang sampai sekarang 



masih menjadi masalah dan sulit untuk dijembatani. Masalahnya berawal dari adanya 

keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan produktivitas masih rendah 

karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Apabila dilihat dari 

kepentingan masing-masing pihak hal ini menjadi dilema bagi pemerintah sebagai 

bagian dari pihak Tripartit untuk mengatasinya, yaitu melakukan intervensi guna 

mengharmonisasikan hubungan industrial yang sudah ada. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah 

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan 

atas jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk 

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya menurut Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan 

bahwa upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 

1945 disebutkan bahwa upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan 

kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara 

konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi 



pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Konsep 

pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran dari hak-hak yang bersifat 

keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi yang bersifat pidana. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Menurut Afzalur 

Rahman upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi 

antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang 

upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan 

secara adil. Sedangkan menutut Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar 

penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja 

dapat menutupi kebutuhan minimum. Standar cukup hanya akan melahirkan 

upah minimum yang menjadi dasar perilaku kapitalis dalam menetapkan 

upah. 

Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar 

dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pekerja. Selain itu, sistem seperti 

ini sangat tidak adil terhadap pekerja golongan rendah yang memperoleh gaji 

yang sangat rendah, tidak cukup untuk menunjang kehidupannya apalagi satu 

keluarga dalam taraf hidup yang layak. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan khasanah keilmuan 

mengenai tinjauan upah karyawan.Dalam hal ini saran tersebut adalah: 



1. Permasalahan upah adalah masalah yang penting dalam kehidupan seseorang 

pekerja. Untuk itu sangat diperlukan adanya tingkat upah minimum agar 

upah tidak hanya dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, namun 

diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup seorang pekerja. 

2. Para majikan harus memberikan upah yang seharusnya kepada pekerja dan 

tidak mengeksploitasi para pekerja sehingga mereka dapat hidup layak dan 

sejahtera. 
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